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BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PIDIE JAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,
bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomer 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangmenyebutkan Pegawai Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintudapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkandengan Peraturan Bupati/ Walikota sesuai dengan kemampuankeuangan daerah:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dipandang perlu menetapkan: . Peraturan BupatiPidie Jaya. tentang Pemberian Tunjangan Khusus KepadaPegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Pidie J'aya, .

a.

b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

or 14286):
2.

3.

4.

5.

4633),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, ,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

6.

7 Undang | R



Aa

K 9755

g

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

7.

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5038):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234):
Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah. beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): .Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593):
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5135):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan TerpaduSatu Pintu di Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874):
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Menetapkan :

20. Oanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie JayaNomor 2),

21. Oanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten PidieJaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUSKEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1
Memberikan tunjangan khusus kepada pegawai Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jayayang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenPidie Jaya. :

Pasal 2
Pemberian tunjangan khusus kepada pegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
a. Pejabat Eselon II.b / bulan Rp. 2.500.000,-b. Pejabat Eselon III.a dan III.b / bulan Rp. 2.000.000,-c. Pejabat Eselon IV.a / bulan Rp. 1.250.000,-d. Staf PNS / bulan Rp. 800.000,-e. Tenaga Harian Lepas / bulan... Rp. 400.000,-

Pasal 3

/

Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2didasarkan pada' daftar kehadiran pegawai (absensi), denganketentuan sebagai berikut :
|

a. dikurangi sebesar 25 M4, apabila tidak hadir selama 5 (lima) haridalam satu bulan tanpa keterangan dan alasan yang jelas.b. dikurangi sebesar 50 Y6, apabila tidak hadir selama 5 (lima) haridalam bulan berikutnya (bulan kedua) tanpa keterangan dan
alasan yang jelas.

Cc. apabila tidak hadir selama 5 (lima) hari dalam bulan berikutnya(bulan ketiga) tanpa keterangan dan alasan yang jelas tidakdiberikan lagi tunjangan khusus.

Pasal 4
Pengurangan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 disetor kembali ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya.

Pasal 5 :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Bupati inidibebankan pada. Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenPidie Jaya.

Pasal . 1.



- Pasal 6
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan BupatiPidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberian TunjanganKhusus Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Kabupaten Pidie Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Januari 2017M

v 14 Rabiul Akhir 1438 H

I PIDIE JAYA
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Diundangkan diMeureudu
pada tanggal 13 Januari 2017M

14 Rabiul Akhir 1438 H

JAN

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN PIDIE JAYA
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BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR ...
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